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P  U  T  U  S  A  N

Nomor :  065 K/Pdt .Sus /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  da lam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :

PIMPINAN AJB BUMIPUTERA 1912  WILAYAH KUPANG-NUSA 

TENGGARA TIMUR,  berkedudukan  d i  Ja lan  Jendera l  

Soehar to  No.  44,  Kupang;  da lam  hal  in i  member i  

kuasa  kepada  Paulus  M.  Waleng,  SH,  Kepala  Bagian  

Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkan to r  

d i  Ja lan  Jendera l  Soehar to  No.  44,  Kupang  85118,  

berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  19  Ju l i  

2010,  Pemohon Kasas i  dahu lu  Tergugat  ;

m e l  a w a n  :

GABRIELY  KONSOLATRIK  DUA KUKI ,  SE,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Dusun  Delang  Rt .  012,  Rw.  006,  Desa 

Nel le  Wutung,  Maumere ,  Termohon  Kasas i  dahu lu  

Penggugat  ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Termohon  Kasas i  dahulu  sebaga i  Penggugat  

te l ah  menggugat  sekarang  Pemohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  

Tergugat  d i  muka pers i dangan  Pengadi l an  Hubungan Indus t r i a l  

pada  Pengad i l an  Neger i  Kupang  pada  pokoknya  atas  dal i l -

da l i l  :

Bahwa  Penggugat  te l ah  beker j a  sebaga i  karyawat i  AJB 

Bumipute ra  1912 kanto r  cabang  Maumere,  wi layah  Asper  Kupang  

Div i s i  Asurans i  J iwa  Perorangan  I  /  Timur  se jak  awal  tahun  

2004  dengan  sta tus  se laku  Pegawai  kont rak  sesua i  SPiK  

(Sura t  Per in t ah  Ker ja )  No.  4  C/KC.KPG/SPiK /SDM/ I / 2004  

tangga l  13  Januar i  2004  dan  d ipe rpan jang  beberapa  ka l i  

ya i t u  :  Perpan jangan  per tama  te rh i t u ng  se jak  tangga l  1  

 Hal .  1 dar i  22  hal .  Put .  No.  065  
K/Pdt .Sus /2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Januar i  2005  sampai  dengan  31  Desember  2005,  perpan jangan  

Kedua  te rh i t ung  se jak  tangga l  1 Januar i  2006  sampai  dengan  

31  Desember  2006,  perpan jangan  ket i ga  te rh i t u ng  se jak  

tangga l  1  Januar i  2007  sampai  dengan  31  Desember  2007  dan  

perpan jangan  keempat  te rh i t u ng  se jak  tangga l  1 Januar i  2008  

sampai  dengan d iangka t  menjad i  Pegawai  Percobaan .

Bahwa  se lan ju t nya  mela lu i  sura t  No.  239  /  PLR  /  

Kanwi I .KPG /  SDM /  VI I I  /  2008 tangga l  27 Agustus  2008 dar i  

Kepala  Wilayah  AJB  Bumipute ra  1912  Kanto r  Wilayah  Asper  

Kupang  yang  Meru juk  pada  Sura t  Keputusan  Di reks i  No.  857 /  

DSDM /  2008  /  Pegawai  tangga l  15  Ju l i  2008,  Penggugat  

diangka t  menjad i  Pegawai  Percobaan  AJB  Bumipute ra  1912  

Kanto r  Cabang Maumere,  Wi layah  Asper  Kupang Div i s i  Asurans i  

J iwa  Perseorangan  I  /  Timur  te rh i t ung  mula i  tangga l  01 Ju l i  

2008 sampai  batas  waktu  yang  t i dak  di ten tukan .

Bahwa  berdasarkan  eva luas i  Ker ja  Pegawai  Percobaan  

per i ode  Ju l i  2008 sampai  dengan  Januar i  2009 yang  di l akukan  

oleh  AJB Bumipute ra  1912  Kantor  Cabang  Maumere  Penggugat  

mendapat  skor  atau  pen i l a i an  yang  baik  menyangkut  

penye lesa i an  tugas ,  kemampuan Tekn is  dan admin is t r a s i  ser ta  

pro fes i ona l i sme  dan  kepr i bad ian  seh ingga  mendapat  

rekomendas i  akh i r  untuk  dip roses  sebaga i  Pegawai  Def in i t i f .

Bahwa  upah  dan  hak- hak  la i n  yang  biasa  diber i kan  

kepada  Penggugat  set i ap  bulannya  sebesar  ra ta - ra ta  Rp.  

2.215 .000 , -  dengan r i nc i an  :

- Sumbangan Biaya  Hidup  (SBH)  = Rp.  1.200 .000 , - .

- Honor  = Rp.  300.000 , - .

- Uang Makan dan  Transpor  = Rp.  715.000 , -  te l ah  dibayarkan  

te rakh i r  bulan  September  2009.

Bahwa Penggugat  pada  tangga l  14  November  2008  te l ah  

melangsungkan  pern i kahan  kemudian  mula i  hami l  dan  se lama  

masa  kehami lan  se la l u  dimarah i  dan  disu ruh  untuk  

mengundurkan  di r i  dar i  pegawai  AJB  Bumipute ra  1912  o leh  

Kepala  Kanto r  Cabang  AJB  Bumipute ra  1912  Maumere  atas  

Per in t ah  Terguga t  ser ta  t i dak  dibe r i kan  hak  is t i r a ha t  

se lama  1,5  Bulan  sebe lum  saatnya  melah i r kan  dan  1,5  Bulan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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sesudah  melah i r kan  sebaga imana  diwa j i b kan  o leh  Undang-

Undang  No.  13  Tahun  2003  ten tang  Ketenagaker j aan  pasa l  82,  

maka sesua i  perh i t ungan  Penggugat  yang  melah i r kan  anak  pada  

tangga l  31  Agustus  2009  Penggugat  berhak  mempero leh  

is t i r a ha t  melah i r kan  untuk  3  bu lan  ke  depan  dan  baru  

berakh i r  pada 31 November  2009.

Bahwa  Penggugat  menolak  per in t ah  untuk  mengundurkan  

di r i  dar i  Pegawai  AJB  Bumipute ra  1912  atas  per in t ah  

Tergugat  te r sebu t  karena  se la i n  di l a r ang  Undang- Undang  

Ketenagaker j aan  ya i t u  d i l a r ang  melakukan  PHK dengan  alasan  

Peker j a  /  Buruh  Perempuan  hami l ,  melah i r kan ,  gugur  

kandungan,  atau  rnenyusu i  bay inya ,  a lasan  la i n  ada lah  

Per lakuan  Tergugat  yang  disk r im ina t i f  karena  ada  Pegawai  /  

Peker j a  perempuan d i  kanto r  Cabang AJB Bumipute ra  1912 Ende  

dan di  Kanto r  wi layah  Kupang yang  mengalami  kasus  yang  sama 

dengan  Penggugat  t i dak  d i j a t uh i  sanks i  Pengunduran  di r i  /  

PHK sebaga imana  yang  d ia l ami  Penggugat  sekarang  in i  malahan  

yang  bersangku tan  te l ah  diangka t  menjad i  pegawai  Def in i t i f .

Bahwa  oleh  karena  per in t ah  untuk  mengundurkan  di r i  

t i dak  di l aksanakan  oleh  Penggugat  maka  Tergugat  dengan  

sura tnya  No.  196  /  Kanwi I  /  KPG /  SDM /  IX  /  2009  

memaksakan  kehendak  untuk  memutas i kan  Penggugat  ke  Kanto r  

Cabang  AJB  Bumipute ra  1912  Atambua  te rh i t u ng  mula i  1 

Oktober  2009.

Bahwa  Penggugat  menyatakan  mener ima  proses  mutas i  

te rsebu t  mela lu i  sura t  No.  01  /  GKDK /  PEG /  X /  2009  

te r t angga l  02  Oktober  2009  seka l i gus  memohon  Penundaan  

Pelaksanaannya  untuk  2  Bulan  ke  depan  menginga t  kond is i  

Penggugat  be lum  pul i h  karena  baru  melah i r kan  tangga l  31  

Agustus  2009,  seh ingga  bay i  yang  berumur  1  bu lan  belum 

dapat  beperg ian  jauh  ba ik  lewat  lau t ,  dara t  maupun  udara  

sesua i  saran  Bidan  dan  Dokte r  yang  merawatnya ,  namun 

demik ian  permohonan  penundaan  keberangka tan  melaksanakan  

mutas i  te r sebu t  d i to l ak  o leh  Tergugat  dengan  sura tnya  No.  

197 /  Kanwi I  /  KPG /  SDM /  X /  2009 seka l i gus  memer in tahkan  

agar  Penggugat  sudah  harus  melaksanakan  tugas  d i  Kanto r  

 Hal .  3 dar i  22  hal .  Put .  No.  065  
K/Pdt .Sus /2011
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cabang  AJB Bumipute ra  1912  Atambua  pada  tangga l  8  Oktober  

2009.

Bahwa  dengan  menolak  permohonan  penundaan  

keberangka tan  Penggugat  ke  kanto r  cabang  AJB  Bumipute ra  

1912 Atambua o leh  Tergugat  maka Penggugat  berpendapat  bahwa 

mutas i  yang  di l akukan  didasar i  pada suatu  et i kad  yang  t i dak  

baik  dar i  Tergugat  dengan  tendens i  yang  la i n  dar i  pada  

tu j uan  mutas i  yang  sebenarnya  karena  mutas i  hanya  mau 

mencar i  a lasan  untuk  Memutuskan  Hubungan  Ker ja  dengan  

Penggugat .

Bahwa  mutas i  seper t i  in i  je l as - je l as  ber ten tangan  

dengan  Undang- Undang  karena  fak ta  hukum menunjukkan  bahwa 

mutas i  d ipaksakan  te rh i t u ng  1 Oktober  2009 padaha l  saat  i t u  

Penggugat  sedang  menja lan i  i s t i r a ha t  rne lah i r k an  yang  

seharusnya  baru  berakh i r  pada  tangga l  15  Oktober  2009  

dengan  demik ian  mutas i  yang  dipaksakan  in i  harus lah  bata l  

demi  hukum se jak  awal .

Bahwa dengan  t i dak  melaksanakan  tugas  di  kanto r  cabang  

AJB  Bumipute ra  1912  Atambua  sebaga i  ak iba t  d i to l a knya  

permohonan  penundaan  mutas i  te rsebu t  maka  Tergugat  dengan  

sura tnya  No.  212  /  Kanwi l - Kpg /  PHK /  X /  2009  melakukan  

Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  dengan  Penggugat  te rh i t u ng  

tangga l  19  Oktooer  2009  dengan  alasan  t i dak  melaksanakan  

tugas  dika i t k an  dengan  sura t  pernya taan  poin t  2C seh ingga  

dika tego r i k an  mengundurkan  di r i .

Bahwa  alasan  PHK  yang  di tu j ukan  kepada  Penggugat  

bukan lah  merupakan  suatu  a lasan  yang  harus  berak iba t  PHK 

karena  alasan  mengundurkan  d i r i  t i dak  te rbuk t i  sebaga imana  

dipe rsya ra t kan  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  Pasal  168,  

o leh  karenanya  Penggugat  harus  dipeker j akan  kembal i  sebaga i  

karyawan  te tap  pada  kanto r  AJB  Bumipute ra  1912  cabang  

Maumere seper t i  sed ia  ka la .

Bahwa  oleh  karena  PHK yang  di l akukan  oleh  Tergugat  

te rhadap  Penggugat  tanpa  penetapan  dar i  Lembaga 

Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  maka harus lah  

bata l  demi  hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Bahwa Terguga t  te l ah  melakukan  PHK te rhadap  Penggugat  

mela lu i  sura tnya  No.  212  /  Kanwi l - Kpg  /  PHK /  X /  2009  

te rh i t ung  19 Oktober  2009 dan se jak  saat  i t u  Tergugat  sudah  

t i dak  dibayarkan  upah  dan  hak- hak  la i nnya  yang  biasa  

di te r ima  Penggugat  maka  Penggugat  mohon  pada  Bapak  Ketua  

Maje l i s  Hakim  yang  menyidangkan  Perkara  in i  agar  

menja tuhkan  Putusan  Sela  dengan  memer in tahkan  Tergugat  

untuk  membayar  upah  beser ta  hak- hak  la i nnya  yang  biasa  

di te r ima  Penggugat  set i ap  bulannya  te rh i t u ng  se jak  bulan  

Oktober  2009  sampai  perkara  in i  d ipu tus  dengan  perh i t ungan  

upah  dan  hak  la i nnya  yang  di t e r ima  se lama  in i  sebesar  Rp.  

2.215 .000 , - .

Bahwa  fak ta  hukum  menunjukan  Terguga t  te r l a l u  

memaksakan  kehendak  untuk  melakukan  PHK te rhadap  Penggugat  

dengan  melanggar  Pera tu ran  Perundang- undangan  

Ketenagaker j aan  seh ingga  t imbu l  dugaan  kuat  Penggugat  bahwa 

Tergugat  ke lak  t i dak  secara  suka  re la  akan  mempeker jakan  

kembal i  Tergugat  sebaga i  karyawan te tap  AJB Bumipute ra  1912  

cabang  Maumere,  maka Penggugat  mohon kepada  Bapak  Maje l i s  

Hakim  yang  memutus  perkara  in i  agar  menja tuhkan  putusan  

dengan  menghukum  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  

(Dwangsom)  buat  t i ap  har i  Tergugat  t i dak  memenuhi  keputusan  

untuk  memperker j akan  kembal i  Penggugat  sebesar  Rp.350.000  

per  har i .

Banwa  Perkara  in i  sudah  d i  medias i  o leh  Media to r  

Hubungan  Indus t r i a l  Dinas  Naker t r ans  Prov .  NTT  dengan  

anju rannya  sebaga imana  te r l amp i r  namun  Tergugat  menolak  

anju ran  Media to r  te r sebu t  sedangkan  Penggugat  mener imanya  

dengan tambahan pen je lasan  sebaga imana te r l amp i r  pu la .

Bahwa Penggugat  te lah  mempunyai  bukt i - bukt i  auten t i k  

yang  cukup  berdasarkan  Undang- Undang  seh ingga  Penggugat  

mengajukan  gugatan  in i  ke Pengad i l an  Hubungan Indus t r i a l .

Berdasarkan  ura ian  dan  dal i l - da l i l  te r sebu t  d i  atas  

Penggugat  mohon kepada  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  Kupang  berkenan  untuk  memer iksa ,  

mengadi l i ,  dan memutus  dengan amar  sebaga i  ber i ku t  :

 Hal .  5 dar i  22  hal .  Put .  No.  065  
K/Pdt .Sus /2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mener ima  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya .

Menyatakan  hukum bahwa Penggugat  adalah  karyawan te tap  pada  

perusahaan  AJB  Bumipute ra  1912  cabang  Maumere  wi layah  

Asper  Kupang Div i s i  Asurans i  J iwa  Perorangan  I  /  Timur .

Menyatakan  Hukum  bahwa  Penggugat  berhak  mempero leh  

is t i r a ha t  se lama  1,5  bu lan  sebe lum  saatnya  melah i r kan  

anak  dan 1,5  bu lan  sesudah  melah i r kan  anak.

Menyatakan  bata l  Mutas i  te rhadap  Penggugat  dengan  sura t  

Tergugat  No.196/Kanwi l /Kpg /SDM/ IX /2009  tangga l  30 

September  2009.

Menyatakan  hukum bahwa Tergugat  te lah  melakukan  PHK secara  

sep ihak  te rhadap  Penggugat  dengan  melanggar  pera tu ran  

perundang- undangan  ketenagaker j aan .

Menghukum Tergugat  untuk  mempeker jakan  kembal i  Penggugat  

sebaga i  karyawan  te tap  pada  kanto r  AJB Bumipute ra  1912  

cabang  Maumere  dengan  tugas  dan  jaba tan  seper t i  

sed iaka la .

Menghukum Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  (Dwangsom)  

sebesar  Rp.350 .000 , - /har i  atas  ke la l a i an  melaksanakan  

keputusan  untuk  memperker j akan  kembal i  Penggugat  sebaga i  

karyawan te tap  AJB Bumipute ra  1912 cabang  Maumere.

Menja tuhkan  Putusan  se la  dengan  memer in tahkan  Tergugat  

untuk  membayar  upah  dan  hak  la i nnya  yang  biasa  di te r ima  

Penggugat  dengan  perh i t ungan  sebaga i  ber i ku t  :  upah  dan  

hak  la i nnya  yang  di te r ima  Penggugat  pada Bulan  September  

2009  adalah  sebesar  Rp.  2.215 .000  maka te rh i t u ng  se jak  

bulan  Oktober  2009  sampai  dengan  Ju l i  2010  sudah  

mencapa i  10  Bulan  seh ingga  yang  harus  d ibayar  Terguga t  

kepada  Penggugat  adalah  10  x  Rp.  2.215 .000 , -  =  Rp.  

22.150 .000 , - .

Apabi l a  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  berpendapat  

la i n  mohon kead i l an  yang  sead i l - ad i l nya .

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Kupang  te lah  mengambi l  

putusan ,  ya i t u  putusan  Nomor  :  15/G/2010 /PHI /PN.KPG tangga l  

16 September  2010 yang  amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian .

Menyatakan  Penggugat  adalah  Pegawai  Tetap  pada  Perusahaan  

AJB  Bumi  Putera  1912  Cabang  Maumere  Wilayah  Asper  

Kupang.

Menyatakan  Penggugat  berhak  mempero leh  is t i r a ha t  se lama 1,5  

(sa tu  setengah)  bu lan  sesudah  melah i r kan .

Menyatakan  Tergugat  te l ah  melanggar  pera tu ran  perundang-

undangan  ketenagaker j aan  dengan  melakukan  Pemutusan  

Hubungan Ker ja  (PHK)  te rhadap  Penggugat .

Menghukum Tergugat  untuk  mempeker jakan  kembal i  Penggugat  

sebaga i  Pegawai  Tetap  AJB  Bumi  Putera  1912  Cabang 

Maumere.

Memer in tahkan  kepada  Tergugat  dan  Penggugat  untuk  

merund ingkan  kembal i  pelaksanaan  keputusan  mutas i  

Penggugat  ke  Kantor  Cabang Atambua.

Menghukum Tergugat  untuk  membayar  hak  atas  upah dan hak- hak  

la i n  yang  biasa  di te r ima  Penggugat  set i ap  bu lannya ,  

te rh i t ung  se jak  bulan  Oktober  2009  hingga  Penggugat  

dipeker j akan  kembal i  o leh  Tergugat .

Menghukum Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  (dwangsom)  

sebesar  Rp.350 .000 , -  set i ap  har i  kete r l ambatan  Tergugat  

mempeker jakan  kembal i  Penggugat .

Menolak  gugatan  Penggugat  se la i n  dan se leb ihnya .

Membebankan  biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  kepada  

Negara .

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada Pengad i l an  Neger i  Kupang  te rsebu t  

d ibe r i t a hukan  kepada  Pengugat  pada  tangga l  16  September  

2010  kemudian  te rhadapnya  oleh  Tergugat  dengan  peran ta raan  

kuasanya ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  19  Ju l i  

2010  dia jukan  permohonan  kasas i  secara  l i san  d i  

Kepani te raan  Pengad i l an  Hubungan Indus t r i a l  pada Pengad i l an  

Neger i  Kupang  pada  tangga l  5  Oktober  2010  sebaga imana  

te rnya ta  dar i  akte  pernya taan  permohonan  kasas i  Nomor  :  

15/Kas /G/2010 /PHI /PN.KPG  yang  dibua t  o leh  Pani te ra  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  Neger i  

 Hal .  7 dar i  22  hal .  Put .  No.  065  
K/Pdt .Sus /2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang,  permohonan  mana  di i ku t i  o leh  memor i  kasas i  yang  

memuat  a lasan- alasan  yang  di te r ima  di  Kepani te raan  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  Neger i  

te rsebu t  pada tangga l  5 Oktober  2010 ;

Bahwa sete lah  i t u  oleh  Penggugat /Te rmohon  Kasas i  yang  

pada  tangga l  11  Oktober  2010  te l ah  diber i t a hu  ten tang  

memor i  kasas i  dar i  Terguga t  /  Pemohon  Kasas i  d ia j ukan  

jawaban  memor i  kasas i  yang  di t e r ima  di  Kepani t e r aan  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  Neger i  

Kupang pada tangga l  22 Oktober  2010 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i  /  Terguga t  da lam  memor i  kasas inya  te rsebu t  

pada pokoknya  ia l ah  :

I . KRONOLOGIS  &  LATAR BELAKANG PERSELISIHAN  SERTA UPAYA 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

Bahwa pada  awal  Januar i  2004  Penggugat  melamar  ker j a  

ke  AJB Bumipute ra  1912  maka pada  tangga l  14  Januar i  2004  

menandatangan i  Sura t  Pernya taan  sebaga i  persya ra tan  khusus  

menjad i  Pegawai  AJB  BP  1912  dengan  mematuh i  sega la  

keten tuan  yang  te rmuat  da lam  Sura t  Pernya taan  te rsebu t ,  

karena  tanpa  Sura t  Pernya taan  maka  t i dak  akan  dan  t i dak  

mungkin  di te r ima  menjad i  karyawan.

Is i  pernya taan  anta ra  la i n  :

Bersed ia  untuk  diangka t  menjad i  Calon  Pegawai  Asurans i  J iwa  

Bersama  Bumipute ra  1912  mela lu i  prosedur  pener imaan  

pegawai  yang  ber laku  di  Perusahaan.

Selama  menjad i  Calon  Pegawai  Asurans i  J iwa  Bersama 

Bumipute ra  1912  dan  sete lah  diangka t  menjad i  Pegawai  

Tetap  :

Bersed ia  mematuh i  semua pera tu ran  dan  ta ta  te r t i b  yang  

ber laku  d i  Perusahaan .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Bersed ia  d i t empatkan  d imana  sa ja ,  ba ik  di  Asurans i  J iwa  

Bersama Bumipute ra  1912  maupun  Badan- Badan  Penempatan  

sesua i  kebutuhan  dan  untuk  kepent i ngan  Asurans i  J iwa  

Bersama Bumipute ra  1912.

Bersed ia  di tempatkan  d i  Uni t  Ker ja  apa  sa ja  dengan  

jaba tan  dan  Golongan,  t i ngka t  ga j i  sesua i  dengan  

keten tuan  yang  ber laku  atas  dasar  kebutuhan  

Perusahaan .

Bersed ia  mengusahakan  send i r i  t ranspor t as i  untuk  datang  

ke  kanto r  tepa t  pada  waktunya ,  ser ta  t ranspor t as i  

untuk  pulang  dar i  Kanto r .

Sanggup  untuk  t i dak  hami l  se lama  1  (sa tu )  Tahun  se jak  

diangka t  menjad i  Pegawai  Tetap .

Apabi l a  te rdapa t  peny impangan  te rhadap  pernya taan  in i ,  

saya  bersed ia  d ipu tuskan  hubungan  ker ja  tanpa  tenggang  

waktu  dan  t i dak  akan  menuntu t  apapun  kepada  Asurans i  

J iwa  Bersama Bumipute ra  1912.

Bahwa  dengan  di tanda tangan i  Sura t  Pernya taan  tanpa  

batas  waktunya  berakh i r  sebaga i  per tanda  di te r imanya  

Penggugat  maka  lah i r  Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  yang  

di tanda tangan i  pada Tangga l  01 Pebruar i  2004.

Bahwa  perpan jangan  pada  01  Januar i  2005  s/d  

diangka tnya  Penggugat  menjad i  Pegawai  Percobaan  sesua i  

Sura t  Keputusan  Di reks i  No.  1680/SDM/PSM/KP/VI I / 2008  

tangga l  15  Ju l i  2008  dan  SK.  857/DSDM/Peg/2008  tangga l  15  

Ju l i  2008,  se lan ju tn ya  d ibe r i  penghas i l an  Honor  Rp.  

300.000 , - .  Sumbangan  Biaya  Hidup  Rp.  1.100 .000 , -  dan  

Sumbangan  Uang  Makan  dan  Uang  Transpor t  masing- masing  Rp.  

16.250  per  har i  Penggugat  masuk ker j a .

Bahwa karena  kebutuhan  dan  kepent i ngan  Perusahaan,  di  

bu lan  September  2009  te l ah  te r j ad i  mutas i  Pegawai  d i  mana 

Sdr .  Ebar iana  Toel l e ,  S.Sos ,  d imutas i kan  dar i  Kantor  Cabang  

Atambua  ke  Kanto r  Wi layah  Asper  Kupang  menggant i kan  Sdr .  

Markus  Mehan  pada  tangga l  14  September  2009  (buk t i  T.18)  

dan  Sdr i .  Emerent i an  Ki i k ,  S.P i ,  Pegawai  Admin is t r a s i  

Bagian  SPP dip romos ikan  menjad i  Kas i r  menggant i kan  Sdr i .  

 Hal .  9 dar i  22  hal .  Put .  No.  065  
K/Pdt .Sus /2011
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Ebar iana  Toel l e ,  S.Sos  (buk t i  T.19) ,  o leh  karenanya  pada  

bulan  September  2009  te r j ad i  kevakuman  pegawai ,  seh ingga  

pada  tangga l  30  September  2009  sura t  No.  196/Kwi l -

Kpg/SDM/IX /2009  Penggugat  dimutas i kan  ke  Kantor  Cabang  

Atambua  menempat i  pos is i  yang  di t i n gga l kan  Sdr i .  

Emerent i ana  Ki i k ,  d i  Bagian  SPP di  Kanto r  Cabang Atambua.

Bahwa pada tangga l  02 Oktober  2010 te lah  te r j ad i  Serah  

Ter ima  tugas  dan  tanggung  jawab  Penggugat  sebaga i  Pegawai  

d i  Kanto r  Cabang Maumere untuk  menjad i  Pegawai  Admin is t r a s i  

bag ian  SPP  menggant i kan  Sdr i .  Emerent i ana  Ki i k  yang  

dip romos ikan  menjad i  Kasi r  Kanto r  Cabang Atambua.

Bahwa Penggugat  pada  tangga l  02  Oktober  2010  sete lah  

Serah  Ter ima  mengi r im  sura t  Nomor  01/GKDK/PEG/X/2009  tg l  02  

Oktober  2009  yang  d i t e r ima  tangga l  05  Oktober  2010  meminta  

penundaan  keberangka tan  dengan alasan  :

Kondis i nya  belum pul i h  karena  baru  melah i r kan  pada  tangga l  

31 Agustus  2009.

Bay i  baru  berumur  1  bu lan  menuru t  saran  dokte r  untuk  

sementara  belum  dapat  beperg ian  jauh  baik  lewat  dara t  

maupun  udara ,  namun t i dak  ada  Sura t  Kete rangan  Anju ran  

Dokte r  sebaga i  bukt i  bahwa belum pul i h  dan  t i dak  boleh  

beperg ian  jauh .

Bahwa tempat  yang  d ipos i s i k an  kepada  Penggugat  adalah  

sangat  st ra t eg i s  karena  menyangkut  pe layanan  seh ingga  bi l a  

t i dak  segera  di tempat i  maka  akan  sangat  mengganggu  

penc i t r aan  Perusahaan.  Atas  per t imbangan  i t u  ser ta  t i dak  

ada  fak ta  bukt i  yang  d isampaikan  Penggugat  kepada  Tergugat  

sebaga i  bahan  per t imbangan  bahwa  Penggugat  be lum  pul i h ,  

be lum  bisa  beperg ian  jauh ,  maka  Kepala  Wi layah  mela lu i  

sura tnya  No.  197/Kawi l - Kpg/PSDM/X/09  tangga l  05  Oktober  

2009  member ikan  penundaan  keberangka tan  s/d  tangga l  08  

Oktober  2009,  dengan  keten tuan  bahwa  te rh i t u ng  se jak  

tangga l  d imaksud  Penggugat  harus  sudah  berada  di  Kanto r  

Cabang Atambua.

Bahwa berdasarkan  Ber i t a  Acara  Serah  Ter ima  Penggugat  

di  Kantor  Cabang  Maumere  pada  tangga l  02  Oktober  2009  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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secara  hukum sudah  menjad i  Pegawai  Kantor  Cabang  Atambua  

Kanto r  Wilayah  Asper  Kupang,  maka  sesua i  sura t  Kepala  

Cabang Atambua No.  326/KC. IAH/SDM/X/2009  tangga l  09 Oktober  

2009  Penggugat  be lum  melaporkan  di r i  bahkan  t i dak  ada  

ber i t a  di  mana keberadaan  Penggugat .

Bahwa  sesua i  Sura t  Kepala  Cabang  Maumere  No.  

469/KC.FLR/ IX /2009  bahwa Penggugat  t i dak  masuk kanto r  se jak  

31  Agustus  2009  s/d  tangga l  10  September  2009  sebanyak  11  

har i  ker j a  karena  sak i t  berdasarkan  Sura t  Keterangan  Bidan .  

Sedangkan  menuru t  fak tanya ,  sebaga imana  diaku i  o leh  

Penggugat ,  bahwa  Penggugat  melah i r kan .  Sura t  Penggugat  

dimaksud  merupakan  pernya taan  yang  t i dak  sesua i  fak ta  yang  

sebenarnya  yang  disampaikan  oleh  seorang  Pegawai  Percobaan  

kepada  Management .  Dengan  demik ian ,  Bidan  juga  membuat  

sura t  Keterangan  yang  t i dak  sebenarnya ,  yakn i  tangga l  11  

September  s/d  tangga l  25  September  2009  sebanyak  15  har i  

Ker ja .  Oleh  karena  adanya  ha l - ha l  te rsebu t ,  mengak iba t kan  

management  menjad i  ragu  dalam member ikan  per t imbangan.

Bahwa  walaupun  te lah  dibe r i kan  i j i n  penundaan  

keberangka tan  s/d  tangga l  08  Oktober  2009,  dan  sesua i  

laporan  dar i  Kepala  Kanto r  Cabang  Atambua ten tang  ket i dak -

had i ran  Penggugat ,  mengak iba t kan  Tergugat  t i dak  mengetahu i  

keberadaan  Penggugat .  Oleh  karena  i t u ,  Kepala  Wi layah  

dengan  sura t  No.  212/Kawi l - Kpg/PHK/X/2009  tangga l  19  

oktober  2009  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  dengan  

alasan  Penggugat  t i dak  melaksanakan  tugas  yang  layak  dar i  

atasan .  Ket idak - had i ran  Penggugat  d i  mana  Penggugat  

dimutas i ,  d ianggap  sebaga i  perbua tan  mangki r  dan  

mengundurkan  di r i  (Sura t  Pernya taan) ,  seh ingga  oleh  

karenanya  layak  untuk  d ipu tuskan  hubungan  ker j anya ,  dengan  

memper t imbangkan  Sta tus  Penggugat  sebaga i  Pegawai  da lam 

Masa  Percobaan  berdasarkan  Pasa l  154.a  Undang- Undang  

Ketenagaker j aan .

UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN SECARA EKSTERNAL.

Bahwa Medias i  yang  di l akukan ,  adalah  sebaga i  ber i ku t  :

Pada  tangga l  31  Oktober  2009,  Tergugat  memenuhi  
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pangg i l an  Dinas  Sosia l  dan  Tenaga  Ker ja  Kabupaten  

Maumere  Flo res  sesua i  sura t  No.B.586 /560 /Sosna-

ker t r ans /X /2009  tangga l  31  Oktober  2009  untuk  

mengadakan  Perund ingan  Bipar t i t .

Tangga l  11  Pebruar i  2010,  Terguga t  memenuhi  pangg i l an  

Dinsosnaker t r ans  Kab.  Sikka  Maumere  dengan  No.  sura t  

129  /  Sosnaker t r ans  /  I I  /  2010  tangga l  11  Pebruar i  

2010  untuk  medias i  o leh  Pejaba t  dar i  Dinas  Sos ia l  

Tenaga Ker ja  dan Transmigras i  NTT di  Maumere.

Bahwa Medias i  yang  d i l akukan  di  Maumere  Kabupaten  Sika  oleh  

Media to r  dar i  Prop ins i  NTT menghas i l kan  Anju ran  sesua i  

sura t  No.  TKT.567/341 /HS- WAS/2010  tangga l  21  Mei  2010  

anta ra  la i n  agar  karyawan  te rsebu t  d ipeker j akan  kembal i .  

Terhadap  Anju ran  d imaksud,  Kepala  Wilayah  menyampaikan  

sura t  No.  1064/TKT/AJB.BP/An ju ran /V I / 2010  tangga l  14  

Jun i  2010 yang  pada pokoknya  menolak  untuk  mempeker jakan  

Penggugat  kembal i  dengan  alasan  bahwa  hal  d imaksud  

ber ten tangan  dengan  Sura t  Pernya taan  yang  d ibua t  dan  

di tanda tangan i  send i r i  o leh  Penggugat .

Bahwa  berdasarkan  gugatan  sura t  PHI  No.  

15/G/2010 /PHI /PN.KPG tangga l  19  Ju l i  2010,  maka langkah  

yang  kami  lakukan  sebaga i  ber i ku t  :

Tangga l  21 Ju l i  2009 menghadi r i  s idang  I  d i  PHI  Kupang.

Tangga l  28  Ju l i  2010  menghadi r i  s idang  dan  menyampaikan  

Repl i k  atas  gugatan .

Tangga l  05  Agustus  2010  menyerahkan  Dupl i k  atas  Repl i k  

Penggugat .

Tangga l  19 Agustus  2010 menyerahkan  bukt i - bukt i .

Tangga l  23  Agustus  2010  Keputusan  Sela  yang  menolak  

gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya .

Tangga l  26  Agustus  2010  menghad i r kan  saks i  Penggugat  

te rnya ta  t i dak  hadi r .

Tangga l  02  September  2010  Penggugat  menyerahkan  bukt i  

tambahan  kete rangan  dar i  Bidan  Tergugat  t i dak  

menghadi r kan  Saks i .

Tangga l  06  September  2010  menyerahkan  kes impu lan  dar i  
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masing- masing  pihak .

Tangga l  16 September  2010 Keputusan  PHl  yang  dimenangkan  

oleh  Penggugat .

Bahwa atas  keputusan  Maje l i s  Hakim  pihak  Tergugat  merasa  

sangat  d i rug i kan  karena  Keputusan  yang  di l akukan  t i dak  

adi l  dengan  t i dak  mempert imbangkan  atu ran - atu ran  khusus  

yang  dibua t  o leh  kedua  belah  pihak ,  yakn i  Sura t  

Pernya taan  yang  menjad i  syara t  mut lak  saat  mula i  menjad i  

karyawan seh ingga  lah i r l a h  Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja .  Oleh  

karena  Maje l i s  Hakim t i dak  cermat  dan  mengabaikan  sura t  

Pernya taan  Penggugat  d imaksud,  maka sudah  se layaknya  dan  

sesua i  dengan  keten tuan  hukum  yang  ber laku  apabi l a  

Keputusan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  tangga l  16  

September  2010 diba ta l kan .  Dengan per t imbangan  d imaksud,  

maka  berdasarkan  keten tuan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  

2004  ten tang  Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan  

Indus t r i a l ,  Tergugat  Pemohon  Kasas i  menyampaikan  

Permohonan  Kasas i  kepada  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia .

SANGGAHAN TERGUGAT TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS  DAN DALIL  

TERGUGAT.

Dasar  pemik i r an  dalam  atu ran  khusus  anta ra  Penggugat  

dan  Tergugat  bahwa  anta ra  dua  be lah  pihak  dengan  sadar  

membuat  suatu  per jan j i a n  ada lah  UU khusus  yang  mengika t  

seh ingga  t i dak  dapat  d i ta r i k  kembal i  dan/a tau  d iubah ,  

kecua l i  atas  perse tu j uan  para  p ihak  sesua i  Pasa l  55 Undang-

Undang Nomor 13 tahun  2003 ten tang  Ketenagaker j aan .

Bahwa  saat  Calon  Tenaga  Ker ja  mencar i  peker j aan ,  

ins t i t u s i  yang  bersangku tan  memi l i k i  keten tuan  khusus  yang  

harus  d i t aa t i  dan di i ku t i  o leh  pencar i  ker ja .  Undang- Undang  

Ketenagaker j aan  hanya  mengatu r  secara  umum,  te tap i  secara  

tekn i s  adalah  pada  ins t i t u s i  te r sebu t .  Oleh  karenanya ,  

Sura t  Pernya taan  yang  di tanda tangan i  o leh  Penggugat  sete lah  

dibubuh i  matera i  cukup,  secara  yur i d i s  mempunyai  kekuatan  

hukum yang  mengika t  te rhadap  Penggugat  sebaga i  Pihak  yang  

membuat  dan  menandatangan i .  Per lu  Tergugat  Pemohon  Kasas i  
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tegaskan  bahwa Sura t  Pernya taan  yang  dibua t  te rsebu t  tanpa  

di ten tukan  batas  waktunya .

Bahwa Maje l i s  Hakim  da lam  per t imbangannya  menyatakan  

bahwa Sura t  Pernya taan  yang  di tanda tangan i  pada  tangga l  14  

Januar i  2004  dia tas  matera i  Rp.6000 , -  secara  yur i d i s  t i dak  

mempunyai  kekuatan  hukum.  Per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

sebaga imana  te rsebu t  sama seka l i  t i dak  bera lasan  dan  t i dak  

berdasarkan  hukum.  Sebaga imana  Tergugat  Pemohon  Kasas i  

sampaikan ,  tanpa  adanya  Pernya taan  dimaksud  maka  t i dak  

mungkin  dan  mustah i l  akan  lah i r  Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  

yang  di t anda tangan i  pada  tangga l  01  Pebruar i  2004  sebaga i  

p in tu  masuk  untuk  menjad i  karyawam.  Ternya ta  hal  te rsebu t  

sama seka l i  t i dak  dice rmat i  dengan  sungguh- sungguh  seh ingga  

te rkesan  bahwa  per t imbangan  Maje l i s  Hakim  hanya  memihak  

pada Penggugat .

Bahwa Maje l i s  Hakim da lam per t imbangannya  menyatakan  sta tus  

Penggugat  berubah  dar i  Tenaga  Kont rak  menjad i  Pegawai  

Tetap  AJB  Bumipute ra  1912  se jak  tangga l  01  Februar i  

2004,  sedangkan  pada  fak tanya  Penggugat  baru  

menandatangan i  sura t  per jan j i a n  ika tan  ker j a  yang  

didahu lu i  dengan  pernya taan  tangga l  14  Januar i  2004  

sebaga i  prasyara t  te r t u l i s  agar  di te r ima  menjad i  

pegawai .  Menuru t  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  

Pasal  59 ayat  (4 ) ,  Per jan j i a n  Ker ja  Waktu  te r t en tu  yang  

didasarkan  atas  jangka  waktu  te r t en t u  dapat  d iadakan  

pal i ng  lama 2 (dua)  tahun  dan hanya  boleh  dipe rpan jang  1 

(sa tu )  ka l i  untuk  jangka  waktu  pal i ng  lama  1  (sa tu )  

tahun .  Dengan  demik ian  Tergugat  Pemohon  Kasas i  

berpendapat  agar  per t imbangan  Maje l i s  Hakim  harus  

di t i n j a u  kembal i .

Bahwa Maje l i s  Hakim  te lah  mengaba ikan  Bukt i  Tergugat  T.13  

sebaga i  per t imbangan  dan  jus t r u  menyatakan  bahwa sura t  

pernya taan  secara  Yur id i s  t i dak  mempunyai  kekuatan  

hukum.  Per t imbangan  dimaksud  t i dak  se lek t i f ,  menginga t  

bahwa  adanya  Sura t  Pernya taan  merupakan  syara t  dan  

alasan  hukum adanya  Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja .  Oleh  karena  
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i t u ,  apab i l a  Maje l i s  Hakim  te tap  pada  per t imbangannya  

maka keputusan  harus  d iba ta l kan .

Bahwa  dalam  per t imbangan  Maje l i s  Hakim  te l ah  membenarkan  

tanpa  Bukt i  Hukum  bahwa  Penggugat  se la l u  dimarah i  

d isu ruh  mengundurkan  di r i  o leh  Kepala  Cabang  Maumere  

atas  per in t ah  Tergugat  Kepala  Wi layah  saat  da lam keadaan  

hami l .  Hal  d imaksud  merupakan  pemutarba l i k an  fak ta  dan  

menuru t  Maje l i s  Hakim  berdasarkan  bukt i  P.5  dan  P.6  

te rnya ta  Penggugat  te l ah  melah i r kan  pada  tangga l  31  

Agustus  2009.  Oleh  karena  hal  te rsebu t ,  Tergugat  Pemohon 

Kasas i  memper tanyakan  d i  mana  le t ak  kead i l an  da lam 

per t imbangan  Maje l i s  Hakim karena  :

Penggugat  te l ah  bersama- sama  orang  la i n  melakukan  

perbua tan  melawan  Hukum  dengan  membuat  sura t  

kete rangan  pa lsu  berupa  sura t  kete rangan  sak i t  bukan  

sura t  kete rangan  melah i r kan .

Penggugat  melakukan  :

Pada Tangga l  31 Agustus  s/d  Tangga l  10 September  2009  

t i dak  masuk ker j a  se lama 11 har i .

Tangga l  11  September  s/d  tangga l  25  September  2009  

t i dak  masuk  ker j a  sebanyak  15  har i  ker ja ,  in i  

je l as - je l as  pembohongan/pen ipuan  Penggugat  te rhadap  

Management  karena  d i l akukan  beru lang - ulang  seh ingga  

Maje l i s  Hakim  k i ranya  betu l - betu l  member ikan  

per t imbangan  yang  sesua i  fak ta  kebenaran .

Bahwa  Maje l i s  Hakim  dalam  per t imbangan  t i dak  bisa  

mensinon imkan  melah i r kan  dengan  sak i t ,  karena  keduanya  

merupakan  dua  ha l  yang  berbeda .  Apa yang  d i l akukan  oleh  

Penggugat  je l as  merupakan  Penipuan  menuru t  Pidana  Pasa l  

266  Ki tab  Undang- Undang  Hukum Pidana ,  yang  t i dak  bo leh  

dibenarkan  karena  menyangkut  per i l a ku  yang  t i dak  

te rpu j i .  Apakah Pegawai  seper t i  in i  harus  dipe r t ahankan?

Bahwa dalam per t imbangannya  Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa 

berdasarkan  Pasal  82 ayat  1 Undang- Undang Nomor  13 Tahun  

2003  Penggugat  seharusnya  dibe r i kan  is t i r a ha t  1,5  bu lan  

sete lah  melah i r kan .  Per t imbangan  dimaksud  t i dak  utuh  dan  
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t i dak  sempurna ,  karena  waktu  is t i r a ha t  1,5  bu lan  

dipe run tukkan  bagi  karyawan  wani ta  yang  mengalami  

keguguran  berdasarkan  Sura t  Keterangan  Dokte r .  Sementara  

Karyawan  Wani ta  dapat  d ibe r i kan  Cut i  Hami l  1,5  bu lan  

sebe lum melah i r kan  dan 1,5  bu lan  sesudah  melah i r kan  (BAB 

X Pasa l  35  ayat  1  s /d  ayat  7  Per jan j i a n  Ker ja  Bersama)  

di tambah  sumbangan Biaya  Melah i r kan  oleh  perusahaan  (BAB 

XI  Pasal  36  ayat  1  s/d  5) .  Per lu  dipe rha t i k an  bahwa 

keten tuan  dimaksud  hanya  ber laku  bagi  pegawai  te tap  yang  

dibuk t i k an  sta tusnya  menuru t  Nomor  Induk  Pegawai  (nomor  

Stambuk/S tb )  pada  AJB  Bumipute ra  1912,  sebaga imana  

dia tu r  da lam  BAB I  Pasal  2  ayat  2  Per jan j i a n  Ker ja  

Bersama.  Dengan  demik ian ,  je l as  bahwa  Penggugat  be lum 

bisa  diber i kan  hak  se layaknya  seorang  Pegawai  Tetap  yang  

te l ah  memi l i k i  Nomor  Induk  Pegawai .  Sela in  i t u ,  apab i l a  

Penggugat  bers i ke ras  untuk  mendal i l k an  bahwa  Penggugat  

ada lah  Pegawai  Tetap ,  quod  non,  Penggugat  seharusnya  

mengajukan  permohonan  cut i  hami l  dan  melah i r kan  

berdasarkan  keten tuan  yang  dia tu r  d i  dalam  Per jan j i a n  

Ker ja  Bersama.  Perbua tan  Penggugat  yang  mangki r  dan  

t i dak  masuk  beker j a  dengan  alasan  sak i t ,  se lan ju t nya  

menyatakan  melah i r kan ,  la l u  secara  sep ihak  menganggapnya  

sebaga i  cut i  melah i r kan ,  ber ten tangan  dengan  keten tuan  

Per jan j i a n  Ker ja  Bersama i t u  send i r i .

Bahwa Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa  Bukt i  T.10  dan  T.9  

t i dak  lag i  mempunyai  kekuatan  hukum karena  T.13  (Sura t  

Pernya taan )  di  atas  metera i  Rp.  6000, -  t i dak  diaku i .  

Per t imbangan  d imaksud  je l as  sangat  ke l i r u ,  karena  b i l a  

diaba i kan  maka Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  t i dak  akan  ada,  

karena  bukt i  T.10  dan  T.9  ada lah  persyara tan  te r t u l i s  

yang  merupakan  hal  pr ins i p  untuk  adanya  Per jan j i a n  

Ika tan  Ker ja .  Berdasarkan  ha l  te rsebu t ,  Tergugat  Pemohon 

Kasas i  berpendapat  bahwa Keputusan  Maje l i s  Hakim  harus  

diba ta l kan  untuk  se lu ruhnya .

Bahwa  Maje l i s  Hakim  sa lah  dalam  member ikan  per t imbangan  

dengan  menafs i r kan  bahwa  Sura t  Pernya taan  yang  
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di tanda tangan i  Penggugat  pada  tangga l  14  Januar i  2004  

t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum mengika t .  Padahal  seorang  

yang  melamar  peker j aan  harus  mentaa t i  atu ran  khusus  

dalam  mekanisme  yang  benar  dan  te ruku r  /  layak  atau  

pelamar  t i dak  dapat  d i te r ima .  Tahapan  te rsebu t  

baga imanapun  harus  di l a l u i ,  t i dak  b isa  t i dak ,  ba ik  d i  

ins tans i - ins tans i  manapun  yang  memi l i k i  atu ran  khusus  

yang  te r t u l i s  ( i n t e r n ) .

Bahwa pada  tangga l  19  Agustus  2010  mela lu i  Keputusan  Sela  

menolak  se lu ruh  gugatan  Penggugat  dan  cukup  fak ta  bahwa 

Penggugat  se jak  di  PHK t i dak  melaksanakan  tugas  layaknya  

seorang  Karyawan,  te rnya ta  Maje l i s  Hakim  membenarkan  

tun tu tan  Penggugat  ten tang  pembayaran  upah  dan  hak- hak  

la i nnya  yang  biasa  di te r ima  set i ap  bulan ,  dan  Penggugat  

agar  dipeker j akan  kembal i ,  ser ta  d i t e t apkan  mengenai  

adanya  uang paksa.  Hal  te rsebu t  benar - benar  sesuatu  yang  

t i dak  masuk  aka l  secara  log i ka ,  s ikap  menta l  yang  

di tun j ukkan  Penggugat  te ru tama  ke ju j u r an  atas  suatu  

kebenaran  kadarnya  sangat - sangat  rendah,  t i dak  bisa  

di te r ima  oleh  Perusahaan  Jasa .  Sebaga i  karyawan  yang  

mengaku  sebaga i  orang  yang  ju j u r ,  fak tanya  Penggugat  

jus t r u  membuat  Sura t  Keterangan  Saki t  bukan  Sura t  

Keterangan  Melah i r kan .  Bahkan  hal  te rsebu t  d i l akukan  

leb ih  dar i  satu  ka l i .  Tergugat  Pemohon  Kasas i  mohon 

untuk  dapat  menjad i  per t imbangan  Hakim.

Bahwa  dar i  ket i dak j u j u r an  ser ta  t i dak  mentaat i  per in t ah  

yang  layak  dar i  atasan  mengak iba t kan  tempat  yang  te lah  

dis i apkan  untuk  Penggugat  di  Kanto r  Cabang  Atambua 

sebaga i  Pegawai  Admin is t r a s i  Bagian  SPP sudah  te r t u t up ,  

karena  sudah  d igan t i k an  oleh  orang  la i n .  Penggugat  d i  

mata  AJB  Bumipute ra  1912  t i dak  memi l i k i  in teg r i t a s  

sete lah  berbua t  t i dak  ju j u r  dan  berbohong,  dan  oleh  

karenanya  sudah  t i dak  layak  untuk  menjad i  pegawai  yang  

pro fes i ona l  sesua i  kebutuhan  dan tun tu tan  perusahaan.

I I I . RANGKUMAN  PERTIMBANGAN  MAJELIS  DAN  SANGGAHAN 

TERGUGAT.
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Rangkuman Per t imbangan  Maje l i s .

a. Bahwa Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  se jak  Pebruar i  2004  

dinya takan  t i dak  sesua i  UUK.  No.  13  tahun  2003,  

seh ingga  dinya takan  Penggugat  ada lah  Pegawai  Tetap  

se jak  01 Pebruar i  2004 karena  menyalah i  UUK Pasa l  59.

b. Menyatakan  bahwa  Penggugat  berhak  mempero leh  

is t i r a ha t  se lama  1,5  (sa tu  setengah)  bu lan  sesudah  

melah i r kan .

c. Menyatakan  Tergugat  te lah  melanggar  pera tu ran  

perundang- undangan  ketenagaker j aan  dengan  melakukan  

PHK te rhadap  Penggugat  tanpa  keputusan  PHI .

d. Menghukum  Tergugat  untuk  mempeker jakan  kembal i  

Penggugat  sebaga i  pegawai  te tap  AJB  Bumipute ra  1912  

Cabang Maumere Wilayah  Asper  Kupang.

e. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  dan Penggugat  untuk  

merund ingkan  kembal i  pe laksanaan  keputusan  Mutas i  

Penggugat  ke  Kanto r  Cabang  Atambua,  Kanto r  Wi layah  

Asper  Kupang.

f . Menghukum Tergugat  untuk  membayar  hak  atas  upah  

dan  hak- hak  la i n  yang  biasa  di te r ima  Penggugat  set i ap  

bulannya ,  te rh i t u ng  se jak  bulan  Oktober  2009  hingga  

Penggugat  dipeker j akan  kembal i  o leh  Tergugat .

g. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  Uang  Paksa  

(dwangsom)  sebesar  Rp.  350.000 , -  set i ap  har i  

kete r l ambatan  Tergugat  mempeker jakan  kembal i  

Penggugat .

2. Sanggahan Terguga t .

a. Bahwa per t imbangan  Maje l i s  Hakim PHl  pada  Kanto r  

Pengad i l an  Neger i  Kelas  IA  Kupang menyatakan  Penggugat  

ada lah  Pegawai  Tetap  pada  Perusahaan  AJB  Bumipute ra  

1912  Cabang  Maumere  te rh i t ung  01  Pebruar i  2004  karena  

Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  t i dak  sesua i  dengan  Undang-

Undang.

Bahwa  Terguga t  merasa  kebera tan  atas  per t imbangan  

te rsebu t  karena  Penggugat  se jak  1  Ju l i  2008  te l ah  

berubah  sta tus  menjad i  Pegawai  Percobaan  dengan  
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demik ian  maka  Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  te l ah  Berakh i r  

se jak  tangga l  30 Jun i  2008.

Bahwa bi l a  per t imbangan  Hakim meru juk  pada  ber l akunya  

Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  untuk  menetapkan  Penggugat  

sebaga i  pegawai  te tap  dengan  mengaba ikan  Sura t  

Pernya taan  dengan  dal i l  secara  yur i d i s  t i dak  mempunyai  

kekuatan  hukum yang  mengika t ,  padaha l  Sura t  Pernya taan  

te rsebu t  yang  di tanda tangan i  Penggugat  d ia tas  metera i  

Rp.  6000, -  tanpa  penetapan  batas  waktu  ber lakunya ,  

merupakan  atu ran  khusus  yang  mengika t  dengan  

Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja ,  Pegawai  Percobaan  hingga  

menjad i  Pegawai  Tetap /De f i n i t i f  (memi l i k i  Nomor  Induk  

Pegawai  /  Nomor  Stambuk  Pegawai )  seh ingga  bi l a  

dianggap  t i dak  ber laku ,  maka  Penggugat  t i dak  

mungk in /mus tah i l  pegawai  kont rak ,  karena  Pernya taan  

i t u  merupakan  prasyara t  te r t u l i s  sebaga i  jembatan  

te r j ad i nya  Per jan j i a n  Kont rak  Ker ja  seh ingga  bi l a  

diaba i kan  maka  per t imbangan/kepu tusan  Maje l i s  harus  

bata l  demi  hukum.

Bahwa  per t imbangan  Maje l i s  Hakim  menyatakan  Penggugat  

berhak  mempero leh  is t i r a ha t  se lama 1,5  (sa tu  setengah)  

bu lan  sesudah  melah i r kan  in i  merupakan  

per t imbangan/kepu tusan  yang  t i dak  utuh /ke l i r u  karena  

1,5  (sa tu  setengah)  bu lan  Pasa l  82  ayat  2 

dipe run tukkan  bagi  Peker ja  Wani ta  yang  keguguran  

sesua i  kete rangan  dokte r .  Sedangkan  untuk  Peker j a  

Wani ta  yang  melah i r kan  1.5  (sa tu  setengah)  bu lan  

sebe lum  melah i r kan  dan  1,5  (sa tu  setengah)  bu lan  

sesudah  melah i r kan  Pasa l  82 ayat  1 UUK.

Bahwa  te l ah  je l as  per t imbangan  Maje l i s  Hakim  ada lah  

t i dak  cermat /u tuh ,  karena  pada  fak tanya  Penggugat  

sudah  paham benar  ten tang  sta tusnya  sebaga i  Pegawai  

Percobaan  dan  bukan  seorang  Pegawai  Tetap .  Dengan 

demik ian ,  se jak  semula  Penggugat  te lah  mengetahu i  

bahwa keten tuan  Per jan j i a n  Ker ja  Bersama,  BAB X Pasa l  

31 ten tang  macam dan ta ta  cara  pengambi l an  Cut i  ayat  1  
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s/d  ayat  4  but i r  4.1  dan  4.2  ser ta  Pasal  35  ten tang  

Cut i  Hami l  ayat  1  s /d  ayat  7  t i dak  ber laku  bag i  

Penggugat .

Bahwa  per t imbangan  Hakim  menyatakan  PHK  melanggar  

Undang- Undang  Ketenagaker j aan  Nomor  13  tahun  2003.  

Bahwa apa  yang  di l akukan  Tergugat  t i dak  ber ten tangan  

dengan  keten tuan  Undang- Undang  karena  t i ndakan  

Tergugat  d idasarkan  kepada  keten tuan  mengenai  s ta tus  

Pegawai  Dalam Masa Percobaan  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasal  154.  Penetapan  sebaga imana  d imaksud  dalam pasa l  

151  ayat  (3 )  t i dak  diper l u kan  dalam  hal  ayat  1.  

Peker j a  masih  da lam  masa  percobaan  ker j a ,  b i l amana  

sudah  dipe rsya ra t kan  secara  te r t u l i s ,  in i  je l as  

mela lu i  Sura t  Pernya taan ,  seh ingga  bi l a  per t imbangan  

Hakim mengabaikan  Sura t  Pernya taan  maka sangat  ke l i r u  

karena  Pernya taan  ada,  baru  lah i r l a h  Per jan j i a n  Ika tan  

Ker ja  dan  in i  meleka t .  Demik ian  pula  kewaj i ban  

perusahan  te rhadap  Penggugat  ten tang  hak  

penghas i l annya  pun berdasarkan  SK Pegawai  Percobaan .

Bahwa  per t imbangan  Maje l i s  Hakim  leb ih  pada  keten tuan  

umum  t i dak  secara  cermat  mel iha t  apa  penyebab  

sebenarnya ,  leb ih  memihak  kepada  Penggugat  pada  

kenyataannya  Penggugat  te l ah  melakukan  hal - ha l  yang  

melawan  Hukum membuat  sura t  kete rangan  palsu  yakn i  

Sura t  Kete rangan  Saki t  bukan  melah i r kan .  In i  d i l akukan  

bukan  seka l i  sa ja ,  da lam  kenyataan  beru lang  untuk  

kedua  ka l i ,  yakn i  :

Tangga l  31  September  s/d  10  September  2009,  11  har i  

ker j a .

Diu lang i  lag i  pada  Tangga l  11  September  s/d  25 

September  2009,  15  har i  ker j a .  Wajarkah  perbua tan  

seper t i  in i ?  Tidak  dapat  d ibenarkan  b i l a  Maje l i s  

mengkonotas i kan  melah i r kan  dengan  sak i t  b iasa  

ada lah  sama,  maka  nyata  bahwa  Penggugat  te l ah  

membohongi  Perusahaan/Managament  in i  ber ten tangan  

dengan  Budaya  Perusahaan  apa  layak  dipeker j a kan  
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kembal i  sebaga i  pegawai  yang  menta lnya  seper t i  

in i  ???  Apa  per lu  d i l i n dung i  perbua tan  Penggugat  

yang  je l as - je l as  melanggar  Hukum  te lah  bersama 

dengan  orang  la i n  membuat  dan  menggunakan  Sura t  

Keterangan  palsu  UU Pidana  Pasal  268  dan  pasa l  

269  ?  Kondis i  in i  te r j ad i  karena  Penggugat  ing in  

menghindar i  d i r i  dar i  Aturan  Khusus  yang  te r t u l i s  

yang  di t anda tangan inya  sebaga i  syara t  melakukan  

per j an j i a n  Ika tan  Ker ja ,  karena  t i dak  mengindahkan  

per i n t ah  yang  layak ,  pos is i  penggugat  sudah  

digan t i k an  dengan  karyawan  la i n  seh ingga  t i dak  ada  

tempat  lag i  untuk  Penggugat  baga imana  mungk in  

dipeker j akan  kembal i .  Oleh  karena  i t u  apa  t i dak  

seba iknya  Maje l i s  Hakim  secara  ar i f  dan  adi l  

memper t imbangakan  mela lu i  Pasa l  156  UUK No.  13 

tahun  2003.

Bahwa  Maje l i s  da lam  per t imbangannya  meminta  Penggugat  

dan  Tergugat  untuk  merund ingkan  kembal i  pe laksanaan  

Keputusan  Mutas i  in i  per t imbangan  yang  t i dak  benar  

karena  Maje l i s  te r l a l u  jauh  mengin te r vens i  kewenangan  

Management ,  apa lag i  d ikompromikan  dengan  Penggugat  

yang  t i dak  punya  kapas i t as  atas  hal  te rsebu t  karena  

bi l a  dikompromikan  bukan  Pro fes i ona l  tap i  Managament  

Kompromi ,  ka lau  hal  in i  te r j ad i  maka  semua  pegawai  

akan  beramai - ramai  berkompromi  untuk  memper tahankan  

keberadaannya  di  tempat  yang  d isenang i  tanpa  mel iha t  

kepent i ngan  yang  leb ih  besar  yakn i  kepent i ngan  

perusahaan,  seh ingga  Tergugat  te tap  pada keputusannya .

DESKRIPSI  ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN KASASI.

Alasan- a lasan  Hukum yang  digunakan  Tergugat  se laku  

Pemohon Kasas i  in i ,  yang  didasarkan  pada  Keputusan  Menter i  

Tenaga  Ker ja  dan  Transmigras i  Republ i k  Indones ia  No.  

Kep.100 /Men/V I / 2004  ten tang  keten tuan  pe laksanaan  

Per jan j i a n  Ker ja  Waktu  Ter ten tu  BAB.  VI I  pasa l  15  ayat  3  

( t i ga ) ,  yakn i  :

Maje l i s  Hakim  dalam  per t imbangannya  te l ah  menerapkan  
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keputusan  yang  ke l i r u  bahwa  Penggugat  adalah  Pegawai  

Tetap  se jak  01  Pebruar i  2004  saat  baru  menandatangan i  

Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja ,  karena  peker j aan  Penggugat  

berhubungan  dengan  Produks i  Baru  maka  yang  seharusnya  

PKWT baru  dapat  d ibenarkan  se jak  di l akukan  peny impangan  

yakn i  Januar i  2006.

Bahwa  Maje l i s  Hakim  da lam  per t imbangannya  bahwa  Sura t  

Pernya taan  yang  di tanda tangan i  pada  tangga l  14  Januar i  

2004  secara  yur i d i s  t i dak  memi l i k i  kekuatan  hukum 

mengika t  te rhadap  Penggugat ,  in i  per t imbangan  yang  kabur  

karena  dengan  adanya  pernya taan  te rsebu t  maka  lah i r  

per j an j i a n  ika tan  ker ja  dan  in i  mengika t ,  b i l a  t i dak  

maka  per jan j i a n  ker j a  mut lak  harus  bata l .  

Per jan j i a n / pe rnya taan  adalah  Aturan  Khusus  yang  

mengika t ,  BAB I I .  PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU 

PERSETUJUAN bag ian  1 keten tuan - keten tuan  Umum pasa l  1313  

KUHPerdata .  Suatu  perse tu j uan  ada lah  suatu  perbua tan  

dimana  satu  orang  atau  leb ih  mengika tkan  di r i  te rhadap  

satu  orang  la i n  atau  leb ih .  Bagian  2,  syara t - syara t  

te r j ad i n ya  suatu  perse tu j uan  yang  sah  pasa l  1320  

KUHPerdata  ten tang  per i ka tan  :

Ayat  1  (sa tu )  kesepaka tan  mereka  yang  mengika tkan  

di r i n ya .

Ayat  2 (dua)  kecakapan  untuk  membuat  suatu  per i ka tan .

Ayat  3 ( t i ga )  suatu  pokok  persoa lan  te r t en tu .

Ayat  4 (empat )  suatu  sebab  yang  t i dak  di l a r ang .

Sehingga  t i dak  ada  alasan  Maje l i s  Hakim  untuk  

membata lkan  sura t  pernya taan  te rsebu t .

Bahwa Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  sudah  dianggap  t i dak  ber laku  

lag i  dengan  adanya  SK  Pengangkatan  Menjad i  Pegawai  

Percobaan  Sura t  Keputusan  Di reks i  No.  857/DSDM/Peg/2008  

Tgl .  15 Ju l i  2008  yang  ber laku  suru t  mula i  01 Ju l i  2008  

dengan  Honor  Rp.  300.000 , -  set i ap  bu lan  ser ta  Sumbangan  

Biaya  Hidup  sebesar  Rp.  1.100 .000 , -  ser ta  uang makan dan  

t ranspor t  masing- masing  Rp.  16.250 , -  sesua i  keten tuan  

yang  ber laku  d ibayar  bi l a  melakukan  akt i v i t a s  ker ja  
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kanto r  (masuk  ker ja ) .

Bahwa  Kewaj iban  perusahaan  t i dak  pernah  te rpu tus  

pembayarannya  dan  te rnya ta  Penggugat  dengan  sadar  

mengaku i  s ta tus  dan t i dak  kebera tan  mener ima  penghas i l an  

yang  dibayarkan  kepadanya,  Maje l i s  da lam 

memper t imbangkan  hanya  mempersa lahkan  Pihak  Tergugat  

padaha l  seharusnya  Penggugat  juga  sa lah .  Bi la  persoa lan  

baru  sekarang  d ipo lemikkan  per l u  per t imbangan  yang  

sead i l - ad i l nya .

Bahwa dalam per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  pasa l  5 ayat  2 (dua)  :  

"J i ka  ika tan  ker j a  te rpu tus ,  ba ik  karena  berakh i r nya  

per j an j i a n  in i  atau  sebe lumnya  karena  sebab- sebab  

apapun,  Pihak  Kesatu  t i dak  berkewaj i ban  member ikan  

Pesangon,  gant i  rug i  atau  fas i l i t a s  da lam bentuk  apapun  

kepada  Pihak  Kedua.  Untuk  i t u  Pihak  Kedua  menyatakan  

t i dak  akan  menuntu t  Pesangon,  gant i  rug i  atau  fas i l i t a s  

da lam  bentuk  apapun  kepada  Pihak  Kesatu " .  Oleh  karena  

i t u  sega la  per t imbangan- per t imbangan  Maje l i s  te rdahu lu  

k i ranya  dapat  d ipe r t imbangkan  kembal i .

Bahwa Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  Pasa l  6 yang  berbuny i  :  "J i ka  

Pihak  Kedua  t i dak  melakukan  peker j aan  berdasarkan  

Per jan j i a n  Ika tan  Ker ja  in i  d isebabkan  oleh  gangguan  

kesehatan  jasmani  atau  rohan i  se lama 5 ( l ima )  har i  ker j a  

ber tu ru t - tu ru t  atau  10 (sepu luh )  har i  da lam sebu lan  atau  

mengalami  kehami lan ,  Pihak  Kesatu  berhak  mengakh i r i  

per j an j i a n  in i  tanpa  diwa j i b kan  member ikan  gant i  rug i  

apapun.  Fakta  hukum  Sura t  Keterangan  Saki t  Penggugat  

tangga l  31 Agustus  2009 s/d  tangga l  10 September  2009 11  

har i  ker j a  di l an j u t kan  dengan  sura t  kete rangan  sak i t  ke  

dua  tangga l  11 September  2009  s/d  25 September  2009,  15  

har i  ker j a  dengan  to ta l  kete rangan  sak i t  26 har i  ker j a ,  

te rnya ta  Penggugat  melah i r kan  in i  harus  menjad i  

per t imbangan  sungguh  oleh  Maje l i s  Hakim karena  Penggugat  

te l ah  melakukan  perbua tan  melawan  hukum  bersama- sama 

orang  la i n  te l ah  memalsukan  sura t  Keterangan  Saki t  bukan  

Melah i r kan .  Hal  in i  d i l akukan  bukan  hanya  seka l i  
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seh ingga  Penggugat  sudah  layak  di  PHK bukan  pegawai  

te tap  se jak  01  Pebruar i  2004  sebaga imana  per t imbangan  

Maje l i s  Hakim.

Bahwa  Per t imbangan  Hakim  Penggugat  berhak  mempero leh  

is t i r a ha t  1,5  (sa tu  setengah)  bu lan  sesudah  melah i r kan  

ada lah  per t imbangan  yang  ke l i r u .  Keten tuan  yang  benar  

ada lah  UUK No.  13  Tahun  2003  pasa l  82  Ayat  1  (sa tu )  

Peker j a /Bu ruh  perempuan  berhak  mempero leh  is t i r a ha t  

se lama  1,5  (sa tu  setengah)  bu lan  sebe lum  saatnya  

melah i r kan  anak  dan  1,5  (sa tu  setengah)  bu lan  sesudah  

melah i r kan  menuru t  perh i t ungan  dokte r  kandungan.  

Sedangkan  1,5  (sa tu  setengah)  bu lan  dipe run tukkan  bagi  

Peker j a  Wani ta  yang  keguguran  sesua i  kete rangan  

Dokte r /B i dan ,  maka  per t imbangan  dalam  keputusan  t i dak  

sempurna  dan harus  bata l  demi  hukum.

Bahwa  Maje l i s  da lam  per t imbangannya  menyatakan  Tergugat  

te l ah  melanggar  Perundang- Undangan  ketenagaker j aan  

karena  memPHKkan Penggugat  bahwa t i ndakan  Tergugat  sudah  

sesua i  UUK No.  13  Tahun  2003  pasa l  154  menetapkan  

sebaga imana  dimaksud  da lam  pasa l  151  ayat  (3 )  t i dak  

dipe r l u kan  dalam hal  ayat  1a.  Peker ja  Buruh  masih  da lam 

percobaan  ker j a ,  b i l amana  te l ah  dipe rsya ra t kan  secara  

te r t u l i s  sebe lumnya.

Bahwa Maje l i s  Hakim  da lam  per t imbangan  menghukum Tergugat  

untuk  mempeker jakan  kembal i  Penggugat  sebaga i  Pegawai  

Tetap  AJB  Bumipute ra  1912  Kantor  Cabang  Maumere  

merupakan  per t imbangan  yang  dipaksakan  :

Bahwa  mela lu i  Medias i  yang  d i l akukan  Penggugat  dan  

Tergugat  d i  Dinas  Sos ia l ,  Tenaga  Ker ja  dan  

Transmig ras i  Kabupaten  Sikka- Maumere  maupun  Media to r  

dar i  Prop ins i  NTT  dimana  kedua  belah  pihak  gaga l  

da lam  perund ingan  karena  masing- masing  te tap  pada  

pend i r i annya  (Buk t i  T.21) .

Bahwa Penggugat  sudah  t i dak  layak  dipe r t ahankan  karena  

t i dak  ju j u r  dan  te l ah  mencedera i  Ci t r a  Perusahan  

mela lu i  media  masa Pos Kupang  2 Nov 2009,  Flo res  Pos 
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tangga l  6  November  2009  ser ta  Flo res  Pos  tangga l  12 

November  2009.

Bahwa  Keputusan  Management  t i dak  bisa  diganggu  gugat  

karena  i t u  kewenangan  Perusahaan ,  seh ingga  

per t imbangan  Maje l i s  agar  te tap  dipeker j akan  di  KC 

Maumere  adalah  bentuk  in te r vens i  yang  seharusnya  

jauh i ,  secara  yur i d i s  Penggugat  te l ah  melakukan  serah  

te r ima  tugas  dan  tanggung  jawab  di  Kantor  Cabang 

Maumere  se jak  tangga l  2  Oktober  2009  maka  je l as  

tempat  tugas  sudah  t i dak  di  Maumere lag i .

Bahwa dalam per t imbangan  menghukum Tergugat  untuk  membayar  

hak  atas  upah  in i  ber ten tangan  dengan  UUK No.  13  Tahun  

2003  pasa l  93  ayat  1  (sa tu )  upah  t i dak  dibayar  apab i l a  

peker j a / bu ruh  t i dak  melakukan  peker j aan  in i  kenya taannya  

Penggugat  sama  seka l i  t i dak  melakukan  keg ia tan  ker ja  

sebaga imana  pegawai  yang  la i n .

Bahwa  Maje l i s  Hakim  da lam  per t imbangannya  menghukum 

Tergugat  untuk  membayar  uang  Paksa  set i ap  har i  

kete r l ambatan  Terguga t  mempeker jakan  kembal i  Penggugat  

in i  per t imbangan  yang  te r l a l u  memaksakan  kehendak  :

Bahwa Mutas i  te rsebu t  sama seka l i  t i dak  dipaksakan  in i  

benar - benar  karena  kebutuhan  Perusahan  pada  

kenya taan .

Bahwa di  kanto r  yang  sama te l ah  te r j ad i  Mutas i  Pegawai  

yakn i  Sdr i .  Ebar iana  Toel l e ,  S.Sos  Kasi r  Kanto r  

Cabang  Atambua  dimutas i kan  kanto r  Wi layah  Asper  

Kupang  menggant i kan  Sdr .  Markus  Mehan  yang  memasuki  

masa  Pens iun  sura t  Kawi l  No.  188A  /  Kawi l - Kupang  /  

SDM /  IX  /  09  tangga l  14  September  2009  Sdr i .  

Emerent i ana  Ki i k  Pegawai  Admin is t r a s i  d ip romos ikan  

menjad i  Kasi r  Kanto r  Cabang  Atambua  sura t  

No.188B/Kawi l - Kupang/SDM/IX /09  tangga l  14  September  

2010 bukt i  T.18  dan T.19 ,  sebaga i  penggant i nya  adalah  

Sdr i .  Gabr ie l y  Konso la t r i x  Dua Kuki ,  SE sura t  Kepala  

Wi layah  No.  196/Kawi l - Kpg/SDM/IX /09  tangga l  30  

September  2009 Bukt i  T.9 .
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Bahwa  Penggugat  di  PHK  karena  te l ah  la l a i  t i dak  

mengamankan  per in t ah  yang  layak  mutas i  atau  per in t ah  

ker ja  yang  layak  mutas i  atau  per i n t ah  ker j a  dar i  

atasan  sesua i  keten tuan  perusahaan  walaupun  te l ah  

dibe r i kan  penundaan  keberangka tannya  hingga  tangga l  8 

Oktober  2010 in i  te rmasuk  kesa lahan  bera t  PKB.BAB.XXI  

pasa l  69  ayat  1.25  seh ingga  se layaknya  d i  PHK.  UUK.  

No.  13 Tahun 2003 pasa l  154 ayat  1(a) .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :

Bahwa  alasan- alasan  kasas i  te rsebu t  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  Judex  Fact i  t i dak  sa lah  menerapkan  hukum,  

lag ipu l a  a lasan  Penggugat  untuk  menunda  mutas i  patu t  dan  

dapat  d ibenarkan ,  karena  bay inya  masih  berumur  1  (sa tu )  

bu lan  dan  sesua i  keten tuan  Pasal  153  ayat  (1 )  huru f  e  

Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003,  secara  tegas  melarang  

pengusaha  melakukan  Pemutusan  Hubungan Ker ja  (PHK)  te rhadap  

peker j a  perempuan  karena  alasan  hami l ,  melah i r kan ,  gugur  

kandungan  dan menyusu i .

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  di  atas ,  

lag i  pu la  te rnya ta  bahwa putusan  Judex  Fact i  da lam perkara  

in i  t i dak  ber ten tangan  dengan  hukum dan  /  atau  Undang-

Undang,  maka permohonan  kasas i  yang  dia j ukan  o leh  Pemohon 

Kasas i  :  PIMPINAN AJB BUMIPUTERA 1912  WILAYAH KUPANG-NUSA 

TENGGARA TIMUR t ersebu t  harus  di t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  ni l a i  gugatan  perkara  in i  

d ibawah  Rp.150.000 .000 , -  (se ra tus  l ima  puluh  ju ta  rup iah ) ,  

dan  berdasarkan  pasa l  58  Undang- Undang  Nomor  2 Tahun  2004,  

maka biaya  perkara  dibebankan  kepada  Negara  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  Nomor  48  

Tahun  2009,  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  sebaga imana  

yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004  

dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  

2009,  Undang- Undang Nomor  2 Tahun 2004,  Undang- Undang Nomor  

13 Tahun  2003  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan  ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I  L I  :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  

PIMPINAN AJB BUMIPUTERA 1912  WILAYAH KUPANG-NUSA TENGGARA 

TIMUR te rsebu t ;

Membebankan  biaya  perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  

kepada  Negara  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah  Agung  pada  har i  Kamis,  tanggal  18  Agustus  2011  

oleh  DR.  Salman Luthan,  SH.MH.  Hakim Agung yang  d i t e t apkan  

oleh  Ketua  Mahkamah Agung  sebaga i  Ketua  Maje l i s .  Fauzan,  

SH.MH dan  Jono Sihono,  SH.  Hakim- Hakim  Ad.  Hoc  PHI   pada  

Mahkamah  Agung   sebaga i   Anggota ,   dan   d iucapkan   da lam 

s idang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  i tu  juga  o leh  Ketua  Maje l i s  

beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  Retno  Kusrin i ,  

SH.MH.  Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  dihad i r i  o leh  para  

pihak  ;

Hakim- Hakim Anggota  : Ketua :

t t d / .  Fauzan,  SH.MH t td / .  DR.  Salman Luthan ,  

SH.MH

t td / .  Jono  Sihono ,  SH

Pani tera  Penggant i  :

t t d / .  Retno  Kusr in i ,  SH.MH

Untuk  Sal i nan  :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas  nama Pani te ra ,

 Hal .  27 dar i  22  hal .  Put .  No.  065 
K/Pdt .Sus /2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pani te ra  Muda Perdata  Khusus

RAHMI MULYATI,  SH.MH

NIP :  040 049 629

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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